PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah
serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018;

bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor
S8);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 03)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Nomor 12)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor
9)

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2018 ( Berita Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017 Nomor 18)



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018
merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan
yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD sampai dengan triwulan II yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
dan perubahan ini dimaksudkan guna menjamin
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan
yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi
landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memiliki

tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018.

b. Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018.

c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memuat
evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun



2018 sampai dengan triwulan II dan rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018,
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

BABII : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 September 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 30



